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WALIKOTA AMBON 

PERATURAN WALIKOTA AMBON 
NOMOR- 2 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON 
TAHUN ANGGARAN 2015 

WALIKOTA AMBON, 

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas 
Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan dasar kepada 
Masyarakat yang mempunyai asaa manfaat tlnggr dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat yang sifatnya 
mendesak seauai Pasal 162 ayat (5) dan ayat [6) Peraturan 
Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta 
mengakseierasi penyelesaian pekerjaan yang bclum selesai 
sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersumber dari 
saldo tahun sebelumnya; 

b. bahwa sehubungan dcngan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Arnbon Tahun 
Anggaran 2015 belum ditetapkan, maka untuk mendanai 
belanja dlmakeud, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Sebelum Penetapan Perubahan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kata Ambon Tahun 
Anggaran 2015; 

• 
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Mengmgat l. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang - Undang Darurat t\'omor 23 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daeruh Swatantra Tmgkat II Dalam 
Wilayah Daerah Swatantra Tmgkat I Maluku [Lembaran 
Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 16115); 

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli Dan Peraalngan Usaha Yang Trdak Sehat 
[Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3817), 

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 19Q9 rentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bererh Dan Bebs.s Dan 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan U:mbaran Negara Nomor 3851); 

4 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 
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5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat Dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang 
Pembcntukan Kotamadya Ambon Sebaga1 Daerah Yang 
Berhak Mengatur Dan Mengurus Rum.ah Tangganya 
Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, 
Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 809}; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang 
Perubahan Balas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat JI 
Ambon [l.embaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137), 

11. Peraturan Pemenntah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 ), 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan 
Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lcmbaran Negara Tahun 2005 Nomor 
136,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Norn or 137, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575), 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangfill Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Trunbahan Lembaran Negara Nomor 
4578); 

16 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pe\ayanan 
Minimal Hibah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kmerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4614); 

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Pernbahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tent.ang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Dacrah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Namur 21 Tahun 2011 
tent.ang Perubahan Kedua At.as Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 



19. Peraturan Mcnteri Dalam Ncgcri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pcdoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pcndapatan Dan Bclanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 {Lcmbaran Daeni.h Kola Ambon Tahun 
2014 Nomor 13), 

21 Peraturan Walikota Ambon Nomor 49 Tahun 2014 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah 
Tahun 2015 (Benta Deerah Kola Ambon Tahun 2014 
Nomor 49); 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 
AMBON TAHUN ANGGARAN 2015 
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Pasal 1 

Pengeluaran untuk belanja yang dimaksud dalarn Pcraturan Walikola ini 
adalah bdanja yang berstfat mengikat dan belanja yang bersifat wejib. 

Pasal 2 

(1) Belanja yang bersifat mcngikat sebagrumana pada pasal 1 merupakan 
belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan 
Pemcrintah Daerah dcngan jumlah yang cukup untuk kepcrluan setiap 
bulan dalam tahun Anggaran yang berjelan seperti belanja pegawai dan 
belanja barang dan jasa. 

(2) Bc!anja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah 
belanja untuk terjaminnya kclangsungan pcmenuhan pendanaan 
pelayanan daear masyarakat . 

(3) Program clan kegratan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, OAK, Dana 
BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Darnrat dan Dana transfer lainnya 
yang sudah jelaa peruntukannya serta pclaksanaan kcgiatan dalam 
keadaan darnrat dan/at.au mendcsak lamnya yang bclum cukup tcrsedia 
dan/ at.au bclum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan 
mendahului pcnetapan pemturen deereh unteng Pcrubahan APBD. 

Pasal 3 

(1) Selain belanja scbagrumana disebut pad.a pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat 
(3) bcberapa kegiatan yang sangat mendesak sesuai jadwal tidak dapat 
ditunda pclaksaneannya termesuk kcgiat.an tahun sebelumnya yang bclum 
diekomodir dalam APBD tet.api secara fisik masih dalnm pcngerjean. 

(2) Kegiaten - kegiatan disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD) yang 
tidak dapat ditunda pclaksanaannya sebagaimane dimaksud ayat (1) pasal 
mi tercantum pada Lampiran I Pcraturan Walikot.a im dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan. 
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Pasal 4 
BclanJa aebegeimene dimakaud pada pasaJ 2 dan pasal 3, dapat dilakukan 
dengan mempedornanf Rcncana Kel']a Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelakaanaan Anggaran {DPA) yang sudah rnr:Jalui mekarueme pembahasan 
bersarna dan dilakuirnn secara selektif. 

Pasal 5 

Pcraturan Walikota ini mulai berlaku seJak ta.nggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perat.uron 
Walikota ini dengan penempatermya da\run Berite. Daerah Kot.a Ambon. 

Ditetapkan di Ambon 
A'"7"'�pada tanggal 2 Pebruali 2015 

IS KOTA AMBON, 

F Lt\TIJHERU 
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